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ABSTRAK

Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan sehubungan
dengan pekerjaan, jasa ataupun kegiatan yang dilakukan Wajib Pajak orang pribadi
dalam negeri. Dalam peraturan terbaru terdapat perubahan dalam mekanisme
perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 bulanan. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui bagaimana penerapan mekanisme perhitungan dan pelaporan Pajak
Penghasilan Pasal 21 terbaru yang mulai diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 2024
pada PT. XXX sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa
akuntansi dan konsultasi perpajakan. Data yang digunakan dalam penulisan tugas
akhir ini adalah data sekunder berupa data kewajiban perpajakan yang telah
dilaksanakan PT. XXX sebagai pemotong Pajak Penghasilan pegawai selama tahun
2024. Dari data yang digunakan memberikan gambaran mengenai mekanisme
perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21. Hasil dari penulisan ini menunjukkan bahwa
PT. XXX telah melakukan kewajiban perpajakannya sebagai pemotong sesuai dengan
peraturan Pajak Penghasilan Pasal 21, namun masih terdapat kekeliruan dalam tanggal
penerbitan bukti pemotongan pada masa pajak terakhir.

Kata kunci: Pajak Penghasilan Pasal 21, mekanisme pemotongan, mekanisme
pelaporan



ABSTRACT

Income Tax Article 21 is a tax on income in connection with work, services or
activities carried out by domestic individual taxpayers. In the latest regulations, there
are changes in the calculation mechanism for monthly income tax article 21. This study
aims to determine how the application of the latest calculation and reporting
mechanism for income tax article 21 which has been enforced since January 1, 2024
at PT. XXX, a company engaged in the field of accounting and tax consulting services.
The data used in writing this final assignment is secondary data in the form of tax
obligation data that has been carried out by PT. XXX as a withholding agent for
employee income tax during 2024. The data used provides an overview of the
calculation mechanism for income tax article 21. The results of this writing indicate
that PT. XXX has carried out its tax obligations as a withholding agent in accordance
with income tax regulations article 21, but there are still errors in the date of issuance
of proof of withholding in the last tax period.

Keywords: Income tax article 21, withholding mechanism, reporting mechanism
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sesuai dengan Undang-Undang No.28 Tahun 2007 Pasal 1 yang menyatakan
bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi
atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang kemudian pelaksanaan pemenuhan
kewajiban pembayaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Wajib Pajak adalah
orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut
pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan, sesuai yang tercantum dalam Undang-
Undang No.28 Tahun 2007 Pasal 2. Pajak dikenakan apabila subjek pajak dan objek
pajak sudah terpenuhi, yang dimaksud dengan subjek pajak adalah orang pribadi;
warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak; badan;
bentuk usaha tetap berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun
2000 Pasal 2. Sedangkan yang dimaksud dengan objek pajak adalah adalah
penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau
diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia,
yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang
bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun sesuai yang tertuang dalam
Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2000.

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak, di Indonesia terdapat 3 sistem
pemungutan/pemotongan pajak, diantaranya: Self Assessment System, Official
Assessment System dan Witholding Assessment System. Self Assessment System secara
sederhana merupakan kegiatan Wajib Pajak dalam menghitung, membayar dan
melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri. Official Assesment System merupakan
mekanisme pemungutan pajak yang dilakukan oleh petugas institusi dalam
menentukan besar atau kecilnya jumlah pajak yang harus dibayar. Sedangkan

Witholding Assesment System merupakan sistem pemungutan pajak yang dilakukan



oleh pihak ketiga, contohnya pihak pemberi penghasilan yang akan memotong
penghasilan untuk dilakukannya pembayaran pajak, yang dalam pelaksanaannya tetap
diawasi oleh institusi pajak setempat. Jenis pajak yang menggunakan Witholding
Assessment System diantaranya: PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal
4 Ayat 2 (Maulida, 2018). Dari ketiga sistem pemungutan pajak diatas, dalam kasus
yang akan dibahas menggunakan sistem pemungutan Witholding Assessment System
atau sistem pemotongan oleh pihak ketiga, hal ini tercermin pada pemotongan PPh
Pasal 21 oleh PT. XXX, yang memotong penghasilan pegawai dalam memenuhi
kewajibannya sebagai pemotong, dengan memotong penghasilan pegawainya sebagai
Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang menerima penghasilan. Dalam sistem
pemungutan witholding tax pihak pemotong harus mengikuti perkembangan dan
perubahan peraturan dalam mekanisme pemotongan untuk  melaksanakan
kewajibannya sebagai pemotong, dalam hal ini tentunya membuat PT. XXX harus
mengikuti peraturan perubahan undang-undang dan harus selalu update dengan
peraturan undang-undang terbaru agar tidak salah dalam memotong Pajak Penghasilan
pegawainya, dimana pada tahun 2023 perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 bulanan
atau masa menggunakan tarif progresif sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) huruf a UU
PPh. Sedangkan mulai tanggal 1 Januari 2024 perhitungan Pajak Penghasilan 21 masa
terdapat perubahan dimana dasar pengenaan pajak yang digunakan adalah penghasilan
bruto sebulan, sedangkan pada tahun 2023 dasar pengenaan pajak menggunakan
penghasilan neto, yaitu penghasilan bruto dikurangi dengan hal pengurang, seperti
biaya jabatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang dibayarkan oleh pegawai. Selain itu
terdapat perubahan pada tarif, yang didasarkan atas status PTKP Wajib Pajak
perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 mulai menggunakan TER (Tarif Efektif Rata-
rata) yang memudahkan dalam perhitungan perpajakan masa, dalam TER terdapat
banyak tarif sesuai dengan status PTKP dan jumlah penghasilan bruto selama 1 bulan,
kebijakan tersebut diatur melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK)
Nomor 168 Tahun 2023 yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan
Pemerintah (PP) nomor 58 tahun 2023.

Adanya perubahan dalam tata cara perhitungan pemotongan PPh Pasal 21,
membuat para pihak pemotong harus mengetahui bagaimana mekanisme perhitungan

terbaru dalam melaksanakan pemotongan PPh Pasal 21. Hal ini juga yang menjadikan



PT. XXX harus mengetahui informasi terbaru mengenai PPh Pasal 21. PT. XXX
sendiri bergerak dalam bidang pemberian jasa konsultasi perpajakan dengan jumlah
pegawai sekitar 29 orang. PT. XXX telah menjadi pemotong sejak tahun 2015, jumlah
Pajak Penghasilan dipotong dari gaji pegawai dan bukan dibiayakan/ditanggung oleh
perusahaan dan apabila terjadi kelebihan pemotongan pajak, kelebihan tersebut akan
dikembalikan pada pegawai.

Berdasarkan adanya peraturan terbaru mengenai mekanisme perhitungan
pemotongan PPh Pasal 21 Masa, yaitu perubahan dari menggunakan tarif progresif
sesuai dengan Pasal 17 dengan yang saat ini mulai per 1 Januari 2024 menggunakan
TER (Tarif Efektif Rata-rata), berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini
akan membahas terkait dengan analisis implementasi perhitungan PPh Pasal 21
dengan judul “MEKANISME PERHITUNGAN PPh 21 PEGAWAI TETAP PADA
PT. XXX TAHUN 2024
1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan, berikut
merupakan permasalahan dalam penulisan tugas akhir ini:

1.2.1 Bagaimana mekanisme perhitungan PPh Pasal 21 Masa bagi pegawai tetap pada

PT. XXX?

1.2.2 Bagaimana prosedur pelaporan PPh 21 Masa pegawai tetap pada PT. XXX?
1.2.3 Bagaimana mekanisme perhitungan perampungan PPh Pasal 21 bagi pegawai

yang resign pada PT. XXX?

1.2.4 Bagaimana prosedur pelaporan PPh 21 bagi pegawai yang resign pada PT.

XXX?

1.3 Tujuan
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penulisan tugas akhir ini

adalah sebagai berikut:



1.3.1 Untuk mengetahui perhitungan PPh Pasal 21 Masa bagi pegawai tetap pada PT.
XXX

1.3.2 Untuk mengetahui prosedur pelaporan PPh 21 Masa pegawai tetap pada PT.
XXX

1.3.3 Untuk mengetahui perhitungan perampungan PPh Pasal 21 bagi pegawai yang
resign pada PT. XXX

1.3.4 Untuk mengetahui prosedur pelaporan PPh 21 bagi pegawai yang resign pada
PT. XXX

1.4 Manfaat
Penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat memberikan

dampak sebagai berikut :

1.4.1 Bagi Mahasiswa
Melalui penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat menambah wawasan dan
pengetahuan penulis mengenai perhitungan terbaru PPh Pasal 21

1.4.2 Bagi Politeknik Negeri Bali
Penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Politeknik Negeri
Bali sebagai bahan acuan serta referensi untuk penulisan selanjutnya. Hasil dari
penulisan ini dapat menjadi literatur tambahan yang ada di Politeknik Negeri
Bali mengenai Pajak Penghasilan Pasal 21

1.4.3 Bagi PT. XXX
Hasil penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat menjadi masukkan untuk
melaksanakan tanggung jawabnya dengan maksimal bagi PT. XXX dalam

perannya sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21.
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GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Perusahaan

Sektor pariwisata yang berkembang di Bali menjadikan adanya peluang bagi
perusahaan atau orang - orang yang memiliki jiwa bisnis yang bisa diambil, mulai dari
villa, hotel, restoran , supplier furniture, tempat hiburan, coffe shop, mall, tempat gym,
jasa manajemen dan sebagainya, peluang ini juga dilihat oleh Tuan. A selaku pendiri
PT. XXX. Tepatnya pada tanggal 1 Desember 2015 Tuan. A merintis usahanya sebagai
konsultan, dengan mendirikan PT. XXX Tuan. A melayani perusahaan, dalam
mendukung sektor pariwisata dan pendapatan daerah dengan cara pemberian jasa.
Adapun jasa yang diawarkan adalah:

1. Jasa akuntansi

2. Jasa perpajakan

3. Legal Service

Jasa akuntansi yang ditawarkan adalah penyusunan laporan keuangan dimana
staf akuntansi memerlukan rincian penjualan, biaya, daftar aset dan modal untuk
penyusunan laporan keuangan, selain itu staf akuntansi juga melayani dalam
kepengurusan LKPM. Jasa perpajakan yang ditawarkann adalah pelaporan masa
dan/atau tahunan, kepengurusan PHR, permohonan sertel, kepengurusan EFIN,
pembuatan NPWP dan sebagainya. Dan jasa legal service yang ditawarkan adalah
membantu kepengurusan KITAS/KITAP bagi WNA yang bekerja di Indonesia,
melayani proses hukum.

Pada tahun 2021-2022 PT. XXX meng-handle 60 Wajib Pajak, diantaranya 37
Wajib Pajak Badan dan sisanya merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi, dengan
mempekerjakan 11 orang yaitu 6 staf akuntansi dan 4 staf pajak, namun saat ini jumlah
Wajib Pajak yang di handle oleh PT. XXX sudah melebihi dari 150 Wajib Pajak,
dengan jumlah pegawai 13 orang staf akuntansi, 12 orang staf pajak. PT. XXX sendiri
berlokasi di Kabupaten Badung, kabupaten yang sektor pariwisata paling banyak di
Bali, sehingga untuk mempermudah perusahaan dalam menghubungi PT. XXX, PT.



XXX menyediakan website yang bisa dijangakau bagi yang ingin mengkonsultasikan
atau menyerahkan masalah perpajakannya pada PT. XXX dan menyertakan informasi

lebih lanjut untuk berkonsultasi.

2.2 Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi merupakan sistem yang digunakan untuk menggambarkan
hierarki dalam sebuah organisasi tentunya struktur organisasi sangat berperan penting
dalam keberlangsungan kegiatan dalam suatu perusahaan. Hal ini bertujuan untuk
mengatur satu kegiatan dengan kegiatan lainnya lebih terarah dan tidak saling
berbenturan. Selain itu, struktur organisasi juga diperlukan untuk pembagian tugas
kepada para anggota sesuai dengan kemampuan dan kedudukannya masing-masing.

Pada PT. XXX struktur organisasi terdiri dari bebarapa bagian yang terhubung
dengan direktur utama perusahaan. Dengan adanya struktur organisasi dapat terbentuk
suatu kemudahan dalam pengawasan pada masing-masing bagian sehingga tujuan dari
perusahan dapat tercapai. Adapun struktur organisasi pada perusahaan PT. XXX

adalah sebagai berikut :

| DIREKTUR

MANAGING
PARTNER

[ spvralak | | SPVAKUNTANSI | | FRONT OFFICE | | LEGAL

| |
| sTAFPAIAK | | STAF AKUNTANSI |

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi

2.3 Tugas dan Wewenang Struktur Organisasi Perusahaan

2.3.1 Tugas dan Wewenang Direktur

Direktur merupakan pimpinan utama dalam pengambilan keputusan serta
bertanggung jawab untuk mengkoordinir seluruh tugas dan fungsi-fungsi yang ada

dalam perusahaan. Tugas dan wewenang direktur meliputi:



a. Mengkoordinir dan mengawasi seluruh aktivitas yang dilaksanakan dalam
perusahaan.

b. Memiliki tanggung jawab penuh terhadap keseluruhan aktivitas dalam
perusahaan. Berkoordinasi dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh
seluruh staf.

c. Bertindak sebagai pemberi arahan dan motivasi kepada seluruh staf
perusahaan.

d. Memimpin rapat yang terlaksana dan Dbertindak sebagai pembuat

keputusan dalam perusahaan.

2.3.2 Tugas dan Wewenang Managing Partner
Managing partner dalam sebuah perusahaan juga memiliki peranan penting yang
meliputi:
a. Membantu direktur dalam menyelesaikan tugas dan mencapai tujuan
perusahaan.
b. Berkoordinasi terkait dengan tugas dan tanggung jawab staf perusahaan.
c. Sebagai pemberi masukan yang bersifat membangun kepada seluruh staf
perusahaan.
d. Menjadi leader dalam menjalankan pekerjaan para staf perusahaan.
e. Mengupayakan peningkatan sumber daya manusia para staf perusahaan
2.3.3 Tugas dan Wewenang SPV Akuntansi
a. Penghubung antara staf akuntansi dengan managing partner
b. Sebagai pengawas dalam setiap pekerjaan dan kinerja staf akuntansi
c. Membantu dalam mengambil keputusan/pemberi jawaban atas pertanyaan
staf
2.3.4 Tugas dan Wewenang SPV Pajak
a. Penghubung antara staf akuntansi dengan managing partner
b. Sebagai pengawas dalam setiap pekerjaan dan kinerja staf akuntansi
c. Membantu dalam mengambil keputusan/pemberi jawaban atas pertanyaan
Staf



2.3.5 Tugas dan Wewenang Staf Pajak
a. Memproses keseluruhan data klien yang berkaitan dengan urusan
akuntansi sesuai dengan kontrak yang telah disepakati, mulai dari
mengolah data hingga terbentuknya lapotan keuangan.
b. Bertanggung jawab atas segala pekerjaan yang dikerjakan.
c. Bekerjasama dan berdiskusi dengan staf lainnya secara langsung terkait

dengan permasalahan yang ada.

2.3.6 Tugas dan Wewenang Staf Pajak

a. Memproses keseluruhan data klien yang berkaitan dengan urusan pajak
sesuai dengan kontrak yang telah disepakati.

b. Bertanggung jawab atas pekerjaannya seperti perhitungan, penyetoran dan
pelaporan pajak

c. Bekerjasama dan berdiskusi dengan staf lainnya secara langsung terkait
dengan permasalahan perpajakan yang ada.

2.3.7 Tugas dan Wewenang Tim legal

a. Mengurus hal yang berkaitan dengan administrasi perpajakan, seperti
pembuatan NPWP, permohonan sertel dan pengurusan EFIN

b. Membantu staf pajak dalam pembuatan billing

c. Membantu staf pajak dalam hal pelaporan pajak

2.3.8 Tugas dan Wewenang Tim Front Office

a. Memproses keseluruhan data klien yang berkaitan dengan urusan pajak
sesuai dengan kontrak yang telah disepakati, seperti mengurus BPJS
maupun pembuatan slip gaji perusahaan client

b. Mengatur jadwal meeting direktur dan managing partner

c. Membantu menyiapkan ruang rapat

d. Menjadi notulensi dari direktur saat melaksanakan rapat.

2.4 Kegiatan Umum Perusahaan
Kegiatan umum PT. XXX adalah pemberian pelayanan yaitu berupa jasa dalam
hal kepengurusan pembuatan laporan keuangan tiap bulan dan hal kepengurusan

pelaporan pajak bulanan maupun tahunan sesuai dengan kontrak. Berikut beberapa



kegiatan umum pada PT. XXX yang menjalankan usaha dibidang jasa akuntansi dan
perpajakan:
1. Jasa akuntansi:
a. Pembuatan laporan keuangan baik itu bulanan maupun tahunan sesuai
dengan kontrak
b. Melayani dibidang kepengurusan LKPM
2. Jasa Perpajakan:
a. Melayani dalam pembuatan NPWP, EFIN, permohonan Sertel (Sertifikat
Elektronik)
b. Melayani pelaporan perpajakan masa dan tahunan
3. Legal Service
a. Melayani kepengurusan KITAS/KITAP

Dalam melaksanakan kegiatan usahanya PT. XXX saat ini memiliki 13 orang
staff akuntansi dan 12 orang staff pajak, para staff akuntansi maupun pajaknya
didominasi umur 19- 24 tahun dan saat ini belum ada yang berkeluarga, untuk
statusnya saat ini semua staff baik itu staff akuntansi dan staff pajak merupakan
pegawai tetap. Di PT. XXX hal yang mempengaruhi penghasilan adalah gaji pokok,
uang makan, uang lembur (overtime, absent, late), BPJS Kesehatan, BPJS
Ketenagakerjaan, bonus dan/atau THR dengan rata-rata penghasilan sekitar 2,5 — 10
juta sebulan. Dan untuk metode pemotongan PPh Pasal 21 yang digunakan oleh PT.
XXX adalah metode Gross yaitu metode yang PPh Pasal 21 ditanggung oleh pegawai.
Namun karena beberapa faktor membuat 2 staff memuntuskan resign. Atas hal tersebut

PT. XXX perlu mengambil tindakan dalam mengitung PPh 21 dalam setahun.
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PERMASALAHAN

3.1 Permasalahan

Dalam memberikan pelayanan akuntansi, perpajakan dan legal, PT. XXX
memiliki pegawai sekitar 37 orang. PT. XXX telah menggaji dan menjadi pemotong
Pajak Penghasilan 21 dari tahun 2015 yang memotong pajak pegawai secara rutin
dengan mekanisme perhitungan sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang
diganti dengan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan, namun mulai masa Januari
2024 terjadi perubahan mekanisme perhitungan PPh Pasal 21, dimana terdapat
peraturan terbaru mengenai mekanisme perhitungan PPh Pasal 21 yang menggunakan
tarif berbeda, yaitu tarif TER (Tarif Efektif Rata-rata). Atas adanya peraturan terbaru
tersebut, membuat perbedaan perhitungan PPh 21 yang signifikan antara peraturan
yang lama dengan peraturan terbaru dalam pemotongan pajak pegawai, sehingga
adanya perbedaan yang signifikan antara peraturan yang baru dengan yang lama. Lalu
bagaimanakah mekanisme perhitungan PPh Pasal 21 terbaru yang diterapkan pada PT.
XXX?

3.2 Landasan Teori
3.2.1 Pengertian Penghasilan

Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima Wajib
Pajak, baik dari Indonesia ataupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk
menambeh kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk

apapun. Pengertian ini sesuai pada Pasal 4 Ayat 1 UU No. 36 Tahun 2008.

3.2.2 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan baik itu gaji, upah,
honorarium, tunjangan, uang pensiun, dan pembayaran lain dalam nama dan bentuk
apapun yang sehubungan dengan pekerjaan, jasa ataupun kegiatan yang dilakukan
Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri, hal ini sesuai dengan Pasal 21 Undang-

Undang Pajak Penghasilan.

10
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3.2.3 Pengertian Pegawali Tetap

Pegawai tetap ialah pegawai yang menerima penghasilan secara teratur,
termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas, dan pegawai yang
bekerja berdasarkan kontrak sepanjang pegawai tersebut bekerja penuh dalam
pekerjaan. Pengertian ini sesuai dengan Pasal 1 Angka 10 PMK 168 Tahun 2023.

3.3 Mekanisme Pemotongan PPh Pasal 21 Masa Menurut UU HPP No. 7 Tahun
2021

Menentukan penghasilan bruto dengan menjumlahkan semua unsur objek pajak,
yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib
Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai
untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan,
dengan nama dan dalam bentuk apapun. Sesuai pada Pasal 4 UU No. 36 Tahun 2008.

Penghasilan bagi pegawai tetap yang dipotong setiap bulannya adalah jumlah
penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya jabatan dan iuran pensiun yang
besarannya sudah ditetapkan pada peraturan Menteri keuangan. Bagi Wajib Pajak
orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri diberikan pengurangan penghasilan
berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak, hal ini diatur pada Pasal 6 Ayat 3, dengan
jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak yang diberikan pada masing-masing Wajib
Pajak orang pribadi yang ditentukan dengan kondisi pada awal tahun pajak yang diatur
dalam Pasal 7 Ayat 1 UU No. 7 tahun 2021 yang merupakan Undang-undang
perubahan dari Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, yang berisikan, Penghasilan
Tidak Kena Pajak per tahun diberikan paling sedikit:

1. Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) untuk diri Wajib Pajak
orang pribadi;

2. Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk Wajib
Pajak yang kawin;

3. Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) tambahan untuk seorang
isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1); dan
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4. Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap
anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan
lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling
banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Penghasilan kena pajak untuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang
terutang pajak dalam suatu bagian tahun pajak dihitung berdasarkan pengasilan netto
yang diterima dalam bagian tahun pajak yang disetahunkan, hal ini tertera pada Pasal
16 Ayat 4

Tarif Pajak yang diterapkan untuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sesuai

dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 17 Ayat 1, adalah sebagai berikut:

Nomor Lapisan Penghasilan Kena Tarif pajak
Lapisan Pajak
I sampai dengan Rp60.000.000,00 5% (lima persen)
(enam puluh juta rupiah)
] di atas Rp60.000.000,00 (enam 15% (lima belas
puluh juta rupiah) sampai persen)

dengan Rp250.000.000,00 (dua

ratus lima puluh juta rupiah)

I di atas Rp250.000.000,00 (dua 25% (dua puluh
ratus lima puluh juta rupiah)

; lima persen)
sampai dengan
Rp500.000.000,00 (lima ratus
juta rupiah)

v di atas Rp500.000.000,00 (lima 30% (tiga puluh
ratus juta rupiah) sampai dengan persen)
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar
rupiah)

\Y/ di atas Rp5.000.000.000,00 (lima 35% (tiga puluh
miliar rupiah) lima persen)

Table 3. 1 Lapisan Penghasilan Kena Pajak
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3.4 Mekanisme Pemotongan PPh Pasal 21 Masa Menurut PMK 168 Tahun 2023

Dalam peraturan Pajak Penghasilan Pasal 21 terbaru terdapat beberapa
perbedaan dalam mekanisme perhitungan pajak bulanan, hal ini dilakukan untuk
memudahkan Wajib Pajak dalam memotong sehingga Wajib Pajak memiliki minat
dalam melaporkan pajaknya. Hal ini dapat dilihat dari Dasar Pengenaan Pajak yang

digunakan, mekanisme pemotongan dan juga tarif yang digunakan.

3.4.1 Dasar Pengenaan Pajak

Dasar pengenaan pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Pegawai Tetap yaitu
penghasilan bruto dalam 1 masa pajak atau Penghasilan Kena Pajak. Penghasilan bruto
bagi Pegawai Tetap meliputi seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh dari

pemberi kerja.

3.4.2 Penghasilan Kena Pajak

Penghasilan Kena Pajak adalah senilai penghasilan neto dikurangi Penghasilan
Tidak Kena Pajak. Penghasilan neto adalah seluruh jumlah penghasilan bruto dalam 1
tahun pajak yang dikurangi dengan pengurang yang diperbolehkan. Pengurang yang
diperbolehkan diantaranya biaya jabatan yang ditetapkan 5% dari penghasilan bruto
dengan batas maksimal Rp500.000 sebulan dan maksimal Rp6.000.000 setahun, dan
juga biaya pensiun yang ditetapkan 5% dari pennghasilan bruto dengam maksimal
Rp2.400.000 setahun dan Rp200.000 sebulan. Hal ini termuat pada Pasal 10 Ayat 2
dan Pasal 11 Ayat 2 PMK 168 Tahun 2023.

3.4.3 Tarif pemotongan

Tarif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 terdiri atas:
a. Tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang Undang Pajak
Penghasilan;
b. Dan tarif efektif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21, yang terdiri atas
tarif efektif bulanan atau tarif efektif harian
Tarif efektif bulanan dikategorikan berdasarkan besarnya Penghasilan Tidak
Kena Pajak sesuai status perkawinan pada awal tahun pajak. Kategori tersebut terdiri

atas:
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a. Kategori A diterapkan atas penghasilan bruto bulanan yang diterima atau
diperoleh penerima penghasilan dengan status Penghasilan Tidak Kena
Pajak:

o tidak kawin tanpa tanggungan;
¢ tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 1 (satu) orang;
e atau kawin tanpa tanggungan.

b. Kategori B diterapkan atas penghasilan bruto bulanan yang diterima atau
diperoleh penerima penghasilan dengan status Penghasilan Tidak Kena
Pajak:

¢ tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 2 (dua) orang;
e tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 3 (tiga) orang;
e kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak I (satu) orang; atau
e kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 2 (dua) orang.

c. Kategori C diterapkan atas penghasilan bruto bulanan yang diterima atau
diperoleh penerima penghasilan dengan status Penghasilan Tidak Kena
Pajak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 3 (tiga) orang.

Pajak terutang bulanan pada peraturan terbaru pajak panghasilan Pasal 21 adalah
dengan mengalikan penghasilan bruto atau penghasilan kena pajak denga tarif sesuai

dengan status PTKP Wajib Pajak. Detail Tarif ada pada halaman lampiran.

3.5 Mekanisme Perampungan PPh 21 Pada Masa Akhir Pajak Menurut PMK
168 Tahun 2023

Dalam menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 perampungan pada masa pajak
terakhir dihitung dengan berdasarkan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 selama 1
tahun pajak dikurangi dengan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong
pada setiap masa pajak yang dihitung menggunakan tarif TER, kecuali masa pajak
terakhir yang menggunakan tarif Pasal 17. Jumlah Pajak Penghasilan terutang selama
1 tahun dihitung menggunakan tarif Pasal 17 Ayat 1 UU Pajak Penghasilan yang
dikalikan dengan jumlah Penghasilan Kena Pajak. Jumlah Penghasilan Kena Pajak
merupakan perhitungan penghasilan neto yang dikurangi dengan Penghasilan Tidak
Kena Pajak. Bagi pegawai tetap penghasilan neto diperoleh dari jumlah penghasilan

bruto yaitu seluruh penghasilan yang diterima dari pemberi kerja yang dikurangkan
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dengan hal pengurang seperti biaya jabatan, iuran pensiun, zakat atau sumbangan yang
bersifat wajib dibayarkan melalui pemberi kerja. Bagi pegawai tetap yang kewajiban
pajak dimulai setelah bulan Januari atau berakhir sebelum bulan Desember, maka
Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang dihitung berdasarkan penghasilan neto
disetahunkan dan pajaknya dihitung secara proporsional terhadap jumlah bulan dalam
tahun pajak bersangkutan. Jika terjadi kelebihan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal
21, maka kelebihan pemotongan tersebut wajib dikembalikan oleh pemotong ke
pegawai beserta dengan bukti potongnya. Hal ini termuat dalam PMK 168 Tahun
2023.

3.6 Mekanisme Pelaporan PPh 21 Masa

Pelaporan Pajak Penghasilan dilakukan setelah membayar billing yang berisikan
ringkasan pembayaran pajak. Setelah melakukan pembayaran pajak, Wajib Pajak akan
menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang berisikan kode NTPN, kode tersebut
akan diinput pada saat melakukan pelaporan. Namun sebelum melakukan pelaporan

perlu Wajib Pajak untuk membuat bukti potong.

Bukti potong Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah dokumen yang dibuat sebagai
bukti bahwa telah dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan, yang pada bukti potong
tersebut menunjukkan jumlah pajak yang dipotong dari penghasilan. Pemotong pajak
yang melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 harus membuat bukti
pemotongan, memberikan bukti pemotongan kepada penerima penghasilan dan
melaporkan bukti pemotongan kepada Direktorat Jendral Pajak melalui penyampaian
SPT Masa. Hal ini termuat pada Pasal 2 Ayat 1 PER-2/PJ/2024. Untuk pegawai tetap
yang tiap bulannya mendapatkan penghasilan akan menerima bukti pemotongan Pajak
Penghasilan Pasal 21 bulanan (Formulir 1721 -VI11) yang akan diperoleh setiap masa,
kecuali masa pajak terakhir. Bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bulanan
akan diberikan oleh pemotong Pajak Penghasilan paling lama 1 bulan setelah masa
pajak berakhir. Hal ini diatur pada Pasal 2 PER-2/PJ/2024.

Setelah pembuatan bukti potong, ringkasan bukti potong tersebut akan muncul
di SPT Masa. SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah SPT yang digunakan oleh
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pemotong untuk melaporkan kewajiban pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan
penyetoran yang sudah dilakukan atas pemotongan Pajak Penghasilan tersebut dalam

1 masa pajak.

3.7 Mekanisme Pelaporan PPh 21 Masa Pajak Terakhir

Sama seperti mekanisme pelaporan Pajak Penghasilan 21 Masa, mekanisme
pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 masa terakhir juga menggunakan SPT dalam
pelaporannya, hal yang membedakan adalah bukti pemotongan yang digunakan.
Dalam melakukan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 masa terakhir atau
perampungan, bukti pemotongan yang digunakan adalah bukti pemotongan Formulir
1721-Al yang akan diterima oleh pegawai tetap atau pensiunan yang menerima uang
pensiun secara berkala, yang akan diberikan pada penerima penghasilan paling lama 1
bulan setelah masa pajak terakhir. Hal ini termuat pada Pasal 2 Ayat 5 Huruf C PER-
2/PJ/2024. Hal ini juga termuat pada Pasal 3 Ayat 2 Huruf A PER-5/PJ2024 yang
berbunyi “terhadap pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan
atau jabatan yang diberikan kepada pegawai tetap dan pensiunan yang menerima uang
terkait pensiun secara berkala, dibuatkan Bukti Pemotongan Formulir 1721-A1 pada

setiap masa pajak terakhir”.



BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Mekanisme Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap

Dalam melakukan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 menggunakan
perhitungan terbaru langkah yang dilakukan adalah:
4.1.1 Menentukan jumlah Dasar Pengenaan Pajak.

Sesuai dengan PMK 168 Tahun 2023 yang dijadikan sebagai Dasar Pengenaan
Pajak adalah penghasilan bruto dalam 1 masa pajak atau Penghasilan Kena Pajak.
untuk mengetahui Dasar Pengenaan Pajak adalah dengan menambahkan seluruh
penghasilan pegawai yang diterima dari pemberi kerja. Di PT. XXX para pegawai
menerima penghasilan berupa gaji pokok, uang makan dan transport, uang lembur
(ditambah oleh overtime dan dikurangi oleh latetime), BPJS Kesehatan yang
ditanggung oleh perusahaan, JKM dan JKK yang dibayarkan perusahaan, JHT yang
dibayarkan perusahaan, luran Pensiun yang dibayarkan perusahaan dan juga
bonus/THR yang diterima pegawai.

4.1.2 Kategori Penerima Penghasilan

Dalam menentukan tarif, hal yang pertama harus diketahui adalah kategori
penerima penghasilan, karena akan mempengaruhi tarif yang akan digunakan.
Kategori ini terdiri atas katergori A yang diterapkan atas penghasilan bruto bulanan
yang diterima pegawai dengan status Penghasilan Tidak Kena Pajak tidak kawin tanpa
tanggungan, tidak kawin dengan tanggungan 1 orang dan kawin tanpa tanggungan.
Kategori B diterapkan atas penghasilan bruto yang diterima pegawai dengan status
Penghasilan Tidak Kena Pajak tidak kawin dengan tanggungan sebanyak 2 orang,
tidak kawin dengan tanggungan sebanyak 3 orang, kawin dengan tanggungan
sebanyak 1 orang, kawin dengan tanggungan sebanyak 2 orang. Dan kategori C yang
diterapkan atas penghaslan bruto yang diterima pegawai dengan status Penghasilan
Tidak Kena Pajak kawin dengan jumlah tanggungan sebanya 3 orang. Dari data yang

ditampilkan pada kolom status, diperlihatkan bahwa sebagian besar pegawai memiliki

17
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status pengahsilan tidak kena pajak tidak kawin tanpa tanggungan sehingga pegawai
dengan status tersebut masuk ke kategori A.
4.1.3 Penentuan Tarif
Setelah mengetahui pegawai masuk ke salah satu kategori, langkah selanjutnya
adalah menentukan tarif yang dikenakan dengan didasarkan pada jumlah penghasilan
bruto yang diterima pegawai pada 1 masa pajak dengan perincian tarif serta besaran
penghasilan bruto bulanan yang akan di tampilkan pada halaman lampiran.
4.1.4 Implementasi Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21
Berikut ini merupakan implemantasi perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21
masa pada salah satu pegawai PT. XXX atas nama | Made xxxxx dengan
menggunakan perhitungan terbaru:
Penghasilan:
Gaji pokok ; Rp5.264.165
Uang makan dan transport: Rp440.000
Uang lembur : Rp0
BPJS Kesehatan ditanggung pemberi kerja: Rp146. 745
JKK: Rp 17.921
JKM: Rp 9.956
JHT yang ditanggung pemberi kerja: Rp 122.789

vV V.V V V VYV V V¥V

luran pensiun yang ditanggung pemberi kerja: Rp 66.373
o Penghasilan bruto: Rp6.067.948
Status PTKP (TK/0) kategori TER A dengan tarif sebesar 0,75%
Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 tarif terbaru adalah: Rp6.067.948 x 0,75%=
Rp45.509
Dari mekanise perhitungan penghasilan yang ditampilkan diatas, dapat diketahui

vV VvV

bahwa seluruh penghasilan yang diterima oleh pegawai dijumlahkan terlebih dahulu
untuk menghitung Dasar pengenaan pajak atau penghasilan bruto. Langkah
selanjutnya adalah menentukan status Penghasilan Tidak Kena Pajak, dari mekanisme
perhitungan yang ditampilkan diketahui bahwa penerima penghasilan merupakan
masuk ke kategori A dengan status Penghasilan Tidak Kena Pajak tidak kawin dengan
0 tanggungan, dengan disesuaikan antara kategori Penghasilan Tidak Kena Pajak dan

jumlah Dasar Pengenaan Pajak maka didapatkan bahwa pegawai tersebut dikenai tarif
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sebesar 0,75% pada rincian tarif, atas tarif tersebut dikalikan dengan Dasar Pengenaan
Pajak, sehingga didapatkan jumlah pajak penghasilan pada masa Mei adalah sebesar
Rp45.509. Berdasarkan perhitungan dengan mekanisme terbaru maka diperoleh Pajak
Penghasilan pegawai pada PT. XXX dengan rician yang terdapat pada halaman
lampiran ke 4.

4.2 Mekanisme pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. XXX

Setelah ditentukan berapa jumlah pajak terutang seluruh pegawai. Langkah
selanjutnya adalah melakukan pelaporan bahwa penghasilan pegawai telah dipotong.
Namun sebelum melakukan pelaporan pajak, pembayaran pajak harus dilakukan
terlebih dahulu maksimal 10 hari setelah masa pajak berakhir. Setelah membayar pajak
akan mendapatkan bukti pembayaran atau BPN yang berisikan kode NTPN. Kode
tersebut akan sangat diperlukan karena sebagai pencatatan di sistem DJP bahwa pajak
tersebut telah dibayar.

Setelah dilakukan pembayaran pajak, langkah berikutnya adalah pembuatan
bukti potong. Pembuatan bukti potong perlu dilakukan agar penerima penghasilan
mengetahui bahwa penghasilannya dipotong pajak, sebagai pengurang pajak terutang
dimasa terakhir, mengindari terkena pajak berganda. Pembuatan bukti potong tetap
dibuat walaupun penerima penghasilan tidak dipotong pajak, hal ini tertuang pada
Pasal 3 Ayat 2 PER-2/PJ/2024.

Bukti Potong bisa dibuat di website DJP online dengan tata cara berikut:

1. Login akun DJP Wajib Pajak Badan, masukkan NPWP dan Password DJP

<« (&) F djponline.pajak go.id/account/login I & X a w in ) R . I

Gambar 4. 1 Halaman Awal DJP Online
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2. Pilih menu Lapor

<« & 25 accountpajak.go.id/informasi (S84 o ]

Profil ¥  Peraturan™  Unduh ¥  InformasiPublik ¥  Internasional *  Tema~  Reformasi Perpajakan ¥  EdukasiPajak

B Informasi

PENDAFTARAN

1|
Simulator ﬂ‘“
wp » Coretax '!

Anda me kan Wajib Pajak yang telah terdaftar pada sistem DJP telah membuka al ba aplikasi Simulator Coretax, untuk
Direkto deral Pajak mendaftar simulator Coretax Klik gambar di atas
NPWP
Tampilkan NPWP
NITKU -

Gambar 4. 2 Tampilan Menu DJP Online

3. Pilih menu Pra Pelaporan dan pilih e- Bupot 21/26

& 3 @ % accountpajakgo.id/pralapor & 0 M

Profil = Peraturan ™ Unduh ~ Informasi Publik ~ Internasional ~ Tema ™ Reformasi Perpajakan ~ Edukasi Pajak

wdjp [

Pelaporan Pra Pelaporan

bupot ez bupot bupot

e-Bupot 21/26

e-Bupot Unifikasi e-Bupot PPh Pasal 23/26

https://ebupot2126 pajak.go.id =

Gambar 4. 3 Tampilan Menu Lapor
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4. Pilih menu Bukti Potong, lalu klik Rekam, pilih Bulanan Final/Tidak Final

< c 25 ebupot2126.pajak.go.id/bupot/daftar-21 4 n) [ I

Reformasi Perpajakan ™ Edukasi Pajak

bupot | 2ize
Dashboard Bukti Potong SPT Masa p

Daftar Bupot Pasal 21 Daftar Bupot Pasal 26 Impor Bupot Download Bunot

= Daftar Bukti Potong PPh Pasal 21 1 ‘

Roncarinm Bardacarioan Kata Kunci
httos://ebunot2126.paiak oo.id/bunot/rekam-21

Gambar 4. 4 Tampilan Menu Bukti Potong
5. Pilih tahun pajak 2024, pilih masa pajak Mei, pilih NIK/ NPWP pada identitas
dan masukkan nomor NIK/ NPWP, lalu klik cek dan pastikan nama yang
tertera merupakan nama pegawai yang akan dibuatkan bukti pemotongan

C 2% ebupot2126.pajak.go.id/bupot/rekam-21 aQ Im) ¥

21/26

Daftar Bupot Pasal 21 Daftar Bupot Pasal 26 Impor Bupot Download Bupat

# Perekaman Bukti Potong Pasal 21

BULANAN & FINAL/TIDAK FINAL

IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG.

JENIS PEMOTONGAN PPH PASAL 21

Gambar 4. 5 Tampilan Pengisian Identitas
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6. Pada kode objek pajak pilih Penghasilan Yang Diterima Pegawai Tetap atau
pilih kode 21-100-01

7. Pilih skema perhitungan yang digunakan baik itu Gross (dipotong) atau Gross
Up (ditunjang)

@

wdjp [

JENIS PEMOTONGAN PPH PASAL 21

Kode Objek Pajak 21-100-01 Pegawai Tetap v

Fasilitas PPh Pasal 2

PENGHITUNGAN PPH PASAL 21

skema Penghitungan ® cross O Grossup

Gambar 4. 6 Tampilan Jenis dan Penghitungan PPh 21

8. Masukkan jumlah Dasar Pengenaan Pajak dan pilih status Penghasilan Tidak
Kena Pajak, lalu klik hitung, pastikan jumlah pajak terutang sama dengan

kertas kerja yang dibuat.

<« G % ebupot2126 pajak go.id/bupot/rekam-21 Q 3 &

6.067.948

6.067.948

Gambar 4. 7 Tampilan Penghitungan PPh 21
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9. Pada halaman penandatangan pilih penandatangan yang ditunjuk sebagai

penandatangan, dan klik simpan.

< C % ebupot2126.pajakgo.id/bupot/rekam-21 fr

wdip e

PENANDATANGAN BUKTI PEMOTONGAN

Penandatangan Sebagai Pengurus v

Dengan ini saya menyatakan bahwa Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara
elektronik.

Gambar 4. 8 Tampilan Penandatangan Bukti Potong

Setelah selesai pembuatan bukti potong langkah berikutnya adalah memposting
bukti potong. Dengan tata cara sebagai berikut:
1. Pada menu SPT Masa pilih Posting
2. Tahun pajak pilih 2024
3. Masa pajak pilih Mei, lalu klik posting

<« C % ebupot2126.pajak.go.id/sptmasa/posting Q ¥ 3 &

= bupo 21726
Dashboard Bukti Potong SPT Masa

Posting Perekaman Bukti Penyetoran Penyiapan SPT Masa PPh 21/26
»
») Posting Data Pajak Penghasilan
‘ahun Pajak 2024 -
Masa Pajak M v

Pajak Kita, Untuk Kita

Gambar 4. 9 Tampilan Menu Posting
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Setelah semua bukti potong telah diposting, Langkah berikutnya adalah
perekaman bukti penyetoran yaitu perekaman bukti bayar. Perekaman ini dilakukan
dengan menginput kode NTPN yang ada pada masing-masing bukti bayar. Perekaman
bukti setor dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

1. Pada menu SPT Masa pilih Perekaman Bukti Penyetoran
2. Tahun pajak pilih 2024 dan masa pajak pilih Mei
3. Pada rekam bukti penyetoran klik Tambah

< c 25 ebupot2126.pajak.go.id/sptmasa/rekam-setoran QU ] & [
@ | AP
up! 21126
i

Posting Parekaman Bukti Penyetoran Penyiapan SPT Masa PPh 21/26

Gambar 4. 10 Tampilan Menu Perekaman

4. Masukkan nomor NTPN pajak yang sudah dibayar, pilih Tahun 2024
5. Klik cek dan klik simpan



25

<« @ % ebupot2126.pajak go.id/sptmasa/rekam-setoran a 4« o M

Perekaman Data Bukti Setor

Gambar 4. 11 Tampilan Perekaman Bukti Setor
Hasil dari pemostingan bukti pemotongan dan ringkasan pembayaran akan
muncul pada SPT Masa yang berada pada menu SPT Masa
1. Penyiapan SPT Masa PPh 21/26

<« [¢] 25 ebupot2126.pajak.go.id/sptmasa/penyiapan Q n) ()

Dashboard Bukti Potong SPT Masa Pengaturan bup°t

Posting Perekaman Bukti Penyetoran Penyiapan SPT Masa PPh 21/26

= Daftar SPT Masa PPh 21/26 [ o pertorui |
Tampilkan| 30& |entri

JUMLAH PPH
TAHUN PAJAK MASA PAJAK PBTL KE KURANG/LEBIH STATUS SPT KETERANGAN SPT AKSI
SETOR
pote1e6nnlak - a 16070 Cudahiannr €OT Amdn harhacil Aibivim ~ =

Gambar 4. 12 Tampilan Penyiapan SPT

2. Pilih Tahun Pajak dan Masa Pajak, klik lengkapi SPT untuk melengkapi

penandatangan dan klik simpan.



<« C 25 ebupot2126.pajak.go.id/sptmasa/lengkapi-spt

o cCdp

2 PENERIMA UANG MANFAAT PENSIUN, TUNJANGAN HARI TUA, 21-401-02
ATAU JAMINAN HARI TUA YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS

3 PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TNI/POLRI 21-402-01
DAN PENSIUNAN YANG MENERIMA HONORARIUM DAN IMBALAN
LAIN YANG DIBEBANKAN KEPADA KEUANGAN NEGARA/DAERAH

4 PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPH PASAL 21 FINAL  21-499-99

LAINNYA

5 JUMLAH BAGIAN C (PENJUMLAHAN ANGKA 15.0. 5)

Gambar 4. 13 Tampilan Penandatangan SPT

Pengurus

Q

-4

26

g A

Setelah proses penandatangan, klik ikon pesawat kertas untuk Kirim dan

masukkan Passhrasee dan Sertel lalu klik kirim

<« G % ebupot2126 pajak go.id/sptmasa/kirim-spt
&
«d Kirim SPT Masa PPh 21/2

b4

I ]

Gambar 4. 14 Tampilan Pengiriman SPT

Untuk dapat mengirim SPT silakan memilih otentikasi

Sertifikat Elektronik

Fillh Sertifikat Elektronik

@D |-

Paiak Kita lintuk Kita
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Setelah SPT Terkirim Bukti Pelaporan dan Induk dapat diunduh di Menu
Dashboard dengan mengklik ikon yang ditandai untuk mengunduh Bukti Penerimaan
Elektronik dan SPT Induk

« G % ebupot2126.pajak.go.id/dashboard a ¥ I
W oap (S
) 21/26
Bk oo b

= Daftar SPT Masa SPT 21

NO | NO.BPE/NTTE MASA/TAHUN PAJAK PBTL KE TANGGAL KIRIM AKSI

n 14312706433245826231 2024-06 1 26-07-2024 e ﬁ
‘ 12 03312706418245817231 202406 Norma 17.07-2024 e ;
13 £3312106476255820431 2024-05 1 20-01-2025 e
' i 72312606457245819431 2024-05 Normal 19-06-2024 e
15 43312106405255820031 2024.04 1 20-01-2025 e
Menampilkan 11 sampai 15 dari 21 entr ebelumnya 1 u 4

ttps://ebupot2126.pajak go.id/#

Gambar 4. 15 Tampilan Dashboard

4.3 Mekanisme Perhitungan Perampungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi
Pegawai Resign

Pada bulan Mei Putri xxx memutuskan untuk resign, sehingga untuk menghitung
jumlah penghasilan Putri xxx selama bekerja di PT. XXX dibuatkan ringkasan

penghasilan selama April- Mei sebagai berikut:

Penghasilan :

Penghasilan April- Mei Rp.7.578.131

Tunjangan BPJS Rp. 0 N
Penghasilan bruto Rp. 7.578.131

Pengurang :

Biaya jabatan

(5% x Rp. 7.578. 131) Rp. 378.907

Jumlah Pengurang : Rp. 378.907 -
Penghasilan netto Rp. 7.199.224
Penghasilan netto setahun Rp. 7.199.224
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PTKP (TK/0) (Rp. 54.000.000) -
Penghasilan Kena Pajak Rp. 0
Pajak Yang dipotong Pada Rp. 0

Masa Sebelumnya
Jumlah Pajak Rp. 0

Kurang(Lebih) Bayar

Dari data tersebut terlihat bahwa jumlah penghasilan Putri xxx selama bekerja
dari bulan April — Mei adalah senilai Rp. 7.578.131 ditambah dengan BPJS yang
merupakan penambah penghasilan yaitu BPJS Kesehatan, JKK, JKM, BPJS JHT
ditangung pemberi kerja, dan luran pensiun yang ditanggung pemberi kerja dengan
total RpO, sehingga penghasilan bruto Putri xxx senilai Rp7.578.131 dikurangi dengan
biaya jabatan yaitu 5% x Rp7.578.131 sehingga didapat nilai Rp. 378. 907 sehingga
penghasilan bersih yang diterima Putri xxx adalah senilai Rp.7.199.224, karena status
Penghasilan Tidak Kena Pajak Putri xxx adalah TK/0 dengan besaran Rp54.000.000
dan penghasilan netto tidak melebihi jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak tersebut,
maka Putri xxx tidak perlu untuk membayar pajaknya dan juga karena pada masa
sebelumnya penghasilan Putri tidak dipotong pajak sehingga tidak ada kelebihan atau

kekurangan pembayaran pajak, namun pelaporan pajak harus tetap dilakukan.

4.4 Mekanisme Perhitungan Perampungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi
Pegawai Resign yang Meninggalkan Indonesia

Saat seorang pegawai yang resign dengan meninggalkan Indonesia, akan
terdapat perbedaan mekanisme perhitungan. Dimana dalam perhitungan tersebut
penghasilan neto akan dikalikan 12 (setahun) lalu dikurangi dengan penghasilan

Tidak Kena Pajak. Sebagai contoh, Putri dianggap resign dan akan meninggalkan

Indonesia:

Penghasilan :

Penghasilan April- Mei Rp.7.578.131
Tunjangan BPJS Rp. 0

Penghasilan bruto Rp. 7.578.131



Pengurang :
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(5% x Rp. 7.578. 131) Rp. 378.907
Jumlah Pengurang : Rp. 378.907 -
Penghasilan netto Rp. 7.199.224

Penghasilan netto setahun
PTKP (TK/0)

(Rp. 7.199.224 x 12)

Rp. 86.390.688
(Rp. 54.000.000) -

Penghasilan Kena Pajak

Rp. 32.390.688

Pajak Yang dipotong Pada Rp. 0
Masa Sebelumnya i
Jumlah Pajak Rp. 1.619.534

Kurang(Lebih) Bayar

Dari data tersebut terlihat bahwa jumlah penghasilan neto Putri dikalikan 12

(setahun) dikarenakan Putri resign dan akan meninggalkan Indonesia, sehingga

penghasilan neto setahun adalah senilai Rp. 86.390.688 lalu dikurangi dengan status

Penghasilan Tidak Kena Pajak Putri yaitu TK/0, sehingga penghasilan Putri yang

dikenakan pajak adalah sebesar Rp. 32.390.688, kemudian dalam pengenaan pajak

sesuai tarif pasal 17 terdapat beberapa lapisan tarif sesuai dengan rate jumlah

penghasilan kena pajak, dikarenakan penghasilan kena pajak Dewi dalam setahun

tidak melebihi Rp. 60.000.000 maka Putri dikenai tarif lapisan pertama sebesar 5%,

sehingga jumlah pajak terutang yang harus dibayar oleh Putri sadalah Rp. 32.390.688

X 5% = Rp. 1.619.534.
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4.5 Mekanisme Pelaporan Perampungan Perhitungan Bagi Pegawai Yang Resign
4.5.1 Pembuatan Bukti Potong
Bagi pegawai yang resign akan dibuatkan bukti pemotongan Al yang dibuat
pada masa terakhir bekerja. Pada kasus, Putri akan dibuatkan Al pada masa terakhir
bekerja di PT. XXX yaitu bulan Mei, berikut ini merupakan cara untuk mengisi bukti
pemotongan Al:
1. Login akun DJP Wajib Pajak Badan

« C % djponlinepajakgo.id/account/login e aw O 94 M

@ cCdp

Login

NIK/NPWP/NITKU

Lupa Kata Sandi ?

Selanjutnya

aru’ Daftar disini

Kembali Ke Halaman Utama

Gambar 4. 16 Tampilan Awal DJP Online

2. Pilih menu Lapor

3. Pilih menu Pra Pelaporan

< c 25 accountpajak.go.id/lapor [ 4 o [ I

Informasi Publik ¥ Internasional *  Tema~  Reformasi Perpajakan *

Pelaporan Pra Pelaporan

form filing Beterai SPT

SPT Masa Pemungut Bea ME[erHii e-SPT Masa PPN 1107PUT Web i

e-Form PDF e-Filing

i

Gambar 4. 17 Tampilan Menu Lapor
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4. Pilih e- Bupot 21/26

5. Pilih menu Rekam, pilih Rekam Tahunan

<« c 25 ebupot2126.pajak.go.id/bupot/daftar-21

O A
Profil *  Peraturan™  Unduh~ Informasi Publik ~ Tema ~

Internasional ~

Reformasi Perpajakan *  Edukasi Pajak

wdip

yupot | 2ize
Dashboard Bukti Potong SPT Masa b po

Daftar Bupot Pasal 21 Daftar Bupot Pasal 26

Impor Bupot Download Bunot

Bupot Bulanan/Final Tidak Final

= Daftar Bukti Potong PPh Pasal 21

B3
B Saadaannio Kata Kunci
httos://ebunot2126.paiak 0o.id/bupot/rekam-21

Gambar 4. 18 Tampilan Menu Bukti Potong

6. Pilih tahun pajak 2024, pilih masa pajak Mei. Putri xxx hanya memiliki NIK

sehingga pada kolom identitas pilih NIK, masukkan nomor NIK, nama dan
Alamat penerima bukti pemotongan

© BuktiPotong - eBupot 21/26 |1 X +

- a8 x
« C % ebupot2126 pajakgoid/bupot/rekam-21-tahunan

o cCdip [

# Perekaman Bukti Potong Pasal 21

TAHUNAN A1
IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG
O newemTkU @ Nk 3 v anggungan Keluarga untuk TKIO
[ v
o
O Laki-lad @ Perempe

RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

Gambar 4. 19 Tampilan Perekaman Bukti Potong Al
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7. Pada kode objek pajak pilih penghasilan yang diterima pegawai tetap atau

pilih kode 21-100-01

8. Pilih skema perhitungan yang digunakan baik itu Gross (dipotong) atau

Gross Up (ditunjang)

RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

Kode Objek Pajak ® 21-100:01 |O 21-100-02 Tahun dan Masa Pajak

2024 v 0

A
<
w
a

05

Skema Penghitungan QO Gross Up

Fasilitas PPh Pasal 21

Gambar 4. 20 Tampilan Rincian Penghasilan dan Perhitungan PPh 21

9. Pada kolom penghasilan bruto masa pajak terakhir masukkan jumlah

penghasilan bruto masa Mei

10. Pada kolom gaji atau tunjangan pensiun berkala setahun masukkan jumlah

penghasilan selama 1 tahun

11. Pada kolom premi asuransi yang dibayarkan pemberi kerja masukkan

jumlah BPJS yang diterima selama 1 tahun

12. Pada kolom pengasilan bruto akan terjumlahkan secara otomatis

v BukiiPotong - eBupot 21/26 |1 X+

< C % ebupot2126.pajak.go.id/bupot/rekam-21-tahunan

o cCdp

DATA PENGHASILAN MASA PAJAK TERAKHI

3589.502

DATA PENGHASILAN SETAHUN

7478131

SILAM BRUTO (15..7) 7.578.131

II ’ n ) i -I I I

Gambar 4. 21 Tampilan Data Penghasilan A1

13. Pada kolom biaya jabatan pensiun masukkan biaya jabatan

&g a

W



33

14. Pada kolom iuran terkait pensiun atau hari tua masukkan jumlah BPJS yang
menjadi pengurang yaitu BPJS JHT yang ditanggung pemberi kerja dan
luran pensiun yang ditanggung pemberi kerja

15. Pada penghasilan netto pastikan sama dengan kertas kerja

16. Pada kolom Penghasilan Tidak Kena Pajak pilih status PTKP TK/0 dengan
nilai Rp54.000.000

h o Bukti Potong - eBupot 21/26 x + _ a

<« C 23 ebupot2126.pajak.goid/bupot/rekam-21-tahunan B a In} [

o cCdp S

PENGURANGAN

333333

PENGHITUNGAN PPh PASAL 21
7.199.224
]

7.199.224

54.000.000

Gambar 4. 22 Tampilan Rincian Penghasilan A1

17. PadaPPh Pasal 21 Atas Penghasilan Kena Pajak Setahun/Disetahunkan klik
hitung untung mengitung berapa PPh terutang selama 1 tahun.

18. Pada PPh Pasal 21 Dan Pph Pasal 26 Yang Telah Dipotong Dan Dilunasi
Pada Selain Masa Pajak Terakhir klik Ambil Data untuk mendapatkan

rekapan pemotongan pajak pada masa sebelumnya
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o \ Gdip I
22. PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI PADA SELAIN MASA PAJAK
TERAKHIR
22A. PPh PASAL 21 DIPOTONG &€ Ambil Data o
Januari 0
Februari 0
Maret 0
April 0
Mei 0
Juni 0
Juli 0
Agustus 0
September 0
Oktober 0
November 0
Desember 0
22B. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) & Ambil Data

Gambar 4. 23 Tampilan Ringkasan Pemotongan Masa Sebelumnya

19. Pada PPh Pasal 21 Kurang Bayar/Lebih Bayar Masa Pajak Terakhir akan
terlihat jumlah pajak yang kurang atau lebih bayar, karena Putri xxx
penghasilan selama 1 tahun bekerja di PT. XXX tidak melebihi dari jumlah
PTKP dan tidak ada pajak yang dipotong pada masa sebelumnya, maka pada
laman ini tidak ada pajak yang kurang/lebih dibayarkan oleh Putri xxx

20. Pada laman terkahir pilih penandatangan bukti potong dan klik kotak
sebagai tanda telah mengisi dengan benar dan ditandatangani dengen
elektronik.
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23. PPh PASAL 21 KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR MASA PAJAK TERAKHIR 0
23A. PPh PASAL 21 DIPOTONG 0
23B. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) 0

I PENANDATANGAN BUKTI PEMOTONGAN

Penandatangan Sebagai Pengurus v

B _

Dengan ini saya menyatakan bahwa Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara
elektronik.

Simpan X Batal

Gambar 4. 24 Tampilan Penandatangan Bukti Pemotongan A1

4.5.2 Penyampaian SPT Masa Ketika Ada Pegawai Yang Resign

Dalam penyampaian SPT Masa Ketika ada pegawai yang resign Langkah
penyampaiannya sama seperti penyampaian SPT masa, penyampaian SPT Ketika ada

pegawai yang resign adalah dengan:

1. Memposting bukti potong yang telah dibuat

2. Masukkan surat setoran pajak di rekaman pembayaran jika terjadi
kekurangan pembayarn pajak, dan repakan dari bukti potong akan terlihat
pada kolom penyiapan SPT Masa pada masa Mei.

3. Lalu lapor SPT dengan memasukkan Passhrase dan Sertel Wajib Pajak

badan.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan dari hasil pembahasan yang sudah dijelaskan maka dapat ditarik
kesimpulan sebagai berikut:

1. Langkah- Langkah perhitungan PPh Pasal 21 masa adalah dengan
menentukan jumlah dasar pengenaan pajak dengan menjumlahkan seluruh
penghasilan yang diterima oleh pegawai, kemudian menentukan kategori
tarif dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagai dasar kategori tarif yang
terdiri dari kategori A, kategori B dan/atau kategori C, lalu untuk
menentukan jumlah pajak terutang dengan cara mengalikan dasar
pengenaan pajak sesuai dengan tarif berdasarkan kategori dan jumlah
penghasilan bruto.

2. Langkah-langkah lapor PPh Pasal 21 masa adalah dengan membuat bukti
potong bulanan pada situs web DJP online dengan login — pilih menu lapor
— pra pelaporan — klik rekam — pilih bulanan final/tidak final dan isikan data
yang diperlukan, kemudian lakukan pemostingan agar rekapan bukti
pemotongan terlihat pada SPT, dan melaporkan SPT dengan memasukkan
passhrase dan sertifikat elektronik.

3. Langkah-langkah perhitungan PPh Pasal 21 akhir masa/ perampungan
adalah dengan menentukan penghasilan neto yaitu seluruh penghasilan yang
diterima pegawai dikurangi dengan hal pengurang seperti biaya jabatan,
iuran pensiun yang ditanggung pegawai dan zakat, penghasilan neto tersebut
dikalikan dengan 12 jika pegawai memberhentikan diri karena meninggal
dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selamanya, lalu dikurangi dengan
Penghasilan Tidak Kena Pajak sesuai dengan status dari masing-masing
pegawai, setelah dikurangi akan mendapatkan penghasilan kena pajak yang

kemudian dikalikan dengan tarif Pasal 17 UU Pajak Penghasilan.
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4. Langkah-langkah pelaporan PPh 21 akhir masa/ perampungan adalah
dengan dibuatkan bukti pemotongan Al yang sedikit berbeda dari bukti
pemotongan bulanan, dalam bukti pemotongan Al terdapat beberapa
tambahan isian yaitu berupa jabatan pegawai, masa awal dan akhir pegawai
bekerja, jumlah penghasilan masa terkahir, jumlah penghasilan pegawai
selama bekerja, jumlah tunjangan BPJS dan jumlah biaya pengurang. Sama
sperti pelaporan SPT Masa, pelaporan SPT Perampungan setelah dibuatkan
bukti pemotongan Langkah berikutnya adalah dengan melakukann posting
dan mengirim SPT dengan menginput passhrase dan sertifikat elektronik.

5.2 Saran

Berdasarkan dari uraian bab-bab sebelumnya, maka dapat diberikan saran

sebagai berikut:

1. Bagi PT. XXX
Atas adanya perubahan terbaru mengenai peraturan mekanisme perhitungan
Pajak Penghasilan Pasal 21 maka sangat diperlukan bagi PT. XXX untuk
mengetahui, memahami serta mengikuti perubahan dan perkembangan dari
peraturan Pajak Penghasilan Pasal 21 agar tidak terjadi kesalahan dalam
perhitungan dan mohon untuk diperhatikan terhitung mulai kapan seorang
pegawai resign, sehingga pembuatan bukti pemotongan Al segera dapat
dilakukan.

2. Bagi Politeknik Negeri Bali
Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber pengetahuan baru bagi para
akademisi dan praktisi pada bidang studi D2 Administrasi Perpajakan dan
semoga penelitian ini dapat menambah koleksi perpustakaan Lembaga dan
menjadi bahan bacaan yang bermanfaat.

3. Bagi mahasiswa
Bagi penelitian selanjutnya mengenai Pajak Penghasilan Pasal 21 agar lebih
mengembangkan lagi penelitian ini dan kekurangan dari penelitian ini

dijadikan sebagai bahan penelitian selanjutnya.
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Lampiran 1. Tarif Kategori A (Dalam Rupiah)

LAMPIRAN

JENIS TER PENGHASILAN BRUTO TARIF

TER A - sd 5.400.000 0%
TERA 5.400.000  s.d 5.650.000 0,25 %
TER A 5.650.000  s.d 5.950.000 0,50 %
TERA 5.950.000  s.d 6.300.000 0.75 %
TER A 6.300.000  s.d 6.750.000 1,00 %
TER A 6.750.000  s.d 7.500.000 1,25%
TER A 7.500.000  s.d 8.550.000 1,50 %
TER A 8.550.000  s.d 9.650.000 1,75%
TER A 9.650.000  s.d 10.050.000 2,00 %
TER A 10.050.000  s.d 10.350.000 2,25 %
TER A 10.350.000  s.d 10.700.000 2,50 %
TER A 10.700.000  s.d 11.050.000 3,00 %
TER A 11.050.000  s.d 11.650.000 3,50 %
TER A 11.650.000  s.d 12.500.000 4,00 %
TER A 12.500.000  s.d 13.750.000 5,00%
TER A 13.750.000  s.d 15.100.000 6,00 %
TER A 15.100.000  s.d 16.950.000 7,00 %
TER A 16.950.000  s.d 19.750.000 8,00 %
TER A 19.750.000  s.d 24.150.000 9,00 %
TER A 24.150.000 s.d 26.450.000 10,00 %
TER A 26.450.000 s.d 28.000.000 11,00 %
TER A 28.000.000  s.d 30.050.000 12,00 %
TER A 30.050.000  s.d 32.400.000 13,00 %
TER A 32.400.000 sd 35.400.000 14,00 %
TER A 35.400.000 s.d 39.100.000 15,00 %
TER A 39.100.000  sd 43.850.000 16,00 %
TER A 43.850.000 s.d 47.800.000 17,00 %
TER A 47.800.000 sd 51.400.000 18,00 %
TER A 51.400.000 s.d 56.300.000 19,00 %
TER A 56.300.000  s.d 62.200.000 20,00 %
TER A 62.200.000 s.d 68.600.000 21,00 %
TER A 68.600.000  sd 77.500.000 22,00 %
TER A 77.500.000  s.d 89.500.000 23,00 %
TER A 89.500.000 sd 103.000.000 24,00 %
TER A 103.000.000  s.d 125.000.000 25,00 %
TER A 125.000.000  s.d 157.000.000 26,00 %
TER A 157.000.000  s.d 206.000.000 27,00 %
TER A 206.000.000 sd 337.000.000 28,00 %
TER A 337.000.000  s.d 454.000.000 29,00 %
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TER A 454.000.000 s.d 550.000.000 30,00 %
TER A 550.000.000 sd 695.000.000 31,00 %
TER A 695.000.000 s.d 910.000.000 32,00 %
TER A 910.000.000 s.d 1.400.000.000 33,00 %
TER A 1.400.000.000 s.d > 34,00 %
Sumber: 1.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023
Lampiran 2. Tarif Kategori B (Dalam Rupiah)

JENIS TER PENGHASILAN BRUTO TARIF

TERB - sd 6.200.000 0%
TER B 6.200.000 s.d 6.500.000 0,25 %
TERB 6.500.000 s.d 6.850.000 0,50 %
TER B 6.850.000 s.d 7.300.000 0.75%
TERB 7.300.000 s.d 9.200.000 1,00 %
TERB 9.200.000 s.d 10.750.000 1,50 %
TER B 10.750.000 sd 11.250.000 2,00 %
TERB 11.250.000 s.d 11.600.000 2,25 %
TER B 11.600.000 sd 12.600.000 3,00 %
TERB 12.600.000 s.d 13.600.000 4,00 %
TER B 13.600.000 sd 14.950.000 5,00%
TERB 14.950.000 s.d 16.400.000 6,00 %
TER B 16.400.000 sd 18.450.000 7,00 %
TERB 18.450.000 s.d 21.850.000 8,00 %
TER B 21.850.000 sd 26.000.000 9,00 %
TERB 26.000.000 s.d 27.700.000 10,00 %
TER B 27.700.000 sd 29.350.000 11,00 %
TERB 29.350.000 s.d 31.450.000 12,00 %
TER B 31.450.000 sd 33.950.000 13,00 %
TERB 33.950.000 sd 37.100.000 14,00 %
TER B 37.100.000 sd 41.100.000 15,00 %
TERB 41.100.000 sd 45.800.000 16,00 %
TER B 45.800.000 s.d 49.500.000 17,00 %
TERB 49.500.000 s.d 53.800.000 18,00 %
TER B 53.800.000 sd 58.500.000 19,00 %
TERB 58.500.000 sd 64.000.000 20,00 %
TER B 64.000.000 sd 71.000.000 21,00 %
TERB 71.000.000 sd 80.000.000 22,00 %
TER B 80.000.000 sd 93.000.000 23,00 %
TER B 93.000.000 sd 109.000.000 24,00 %
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TER B 109.000.000  s.d 129.000.000 25,00 %
TERB 129.000.000 s.d 163.000.000 26,00 %
TER B 163.000.000  s.d 211.000.000 27,00 %
TERB 211.000.000 s.d 459.000.000 28,00 %
TERB 459.000.000 s.d 555.000.000 29,00 %
TER B 555.000.000 sd 704.000.000 30,00 %
TERB 704.000.000 s.d 957.000.000 32,00 %
TER B 957.000.000 sd 1.405.000.000 33,00 %
TER B 1.405.000.000 s.d > 34,00 %
Sumber: 2.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023
Lampiran 3. Tarif Kategori C (Dalam Rupiah)

JENIS TER PENGHASILAN BRUTO TARIF

TERC - sd 6.600.000 0%
TERC 6.600.000 s.d 6.950.000 0,25 %
TERC 6.950.000 s.d 7.350.000 0,50 %
TERC 7.350.000 s.d 7.800.000 0.75 %
TERC 7.800.000 s.d 8.850.000 1,00 %
TERC 8.850.000 s.d 9.800.000 1,25 %
TERC 9.800.000 s.d 10.950.000 1,50 %
TERC 10.950.000 s.d 11.200.000 1,75%
TERC 11.200.000 s.d 12.050.000 2,00 %
TERC 12.050.000 s.d 12.950.000 3,00 %
TERC 12.950.000 s.d 14.150.000 4,00 %
TERC 14.150.000 s.d 15.550.000 5,00%
TERC 15.550.000 s.d 17.050.000 6,00 %
TERC 17.050.000 s.d 19.500.000 7,00 %
TERC 19.500.000 s.d 22.700.000 8,00 %
TERC 22.700.000 s.d 26.600.000 9,00 %
TERC 26.600.000 s.d 28.100.000 10,00 %
TERC 28.100.000 s.d 30.100.000 11,00 %
TERC 30.100.000 s.d 32.600.000 12,00 %
TERC 32.600.000 s.d 35.400.000 13,00 %
TERC 35.400.000 s.d 38.900.000 14,00 %
TERC 38.900.000 s.d 43.000.000 15,00 %
TERC 43.000.000 s.d 47.400.000 16,00 %
TERC 47.400.000 s.d 51.200.000 17,00 %
TERC 51.200.000 s.d 55.800.000 18,00 %
TERC 55.800.000 s.d 60.400.000 19,00 %
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TERC
TERC
TERC
TERC
TERC
TERC
TERC
TERC
TERC
TERC
TERC
TERC
TERC
TERC
TER C

60.400.000
66.700.000
74.500.000
83.200.000
95.600.000
110.000.000
134.000.000
169.000.000
221.000.000
390.000.000
463.000.000
561.000.000
709.000.000
965.000.000

1.419.000.000

s.d
s.d
s.d
s.d
s.d
s.d
s.d
s.d
s.d
s.d
s.d
s.d
s.d
s.d
s.d

66.700.000
74.500.000
83.200.000
95.600.000
110.000.000
134.000.000
169.000.000
221.000.000
390.000.000
463.000.000
561.000.000
709.000.000
965.000.000

1.419.000.000

>

20,00 %
21,00 %
22,00 %
23,00 %
24,00 %
25,00 %
26,00 %
27,00 %
28,00 %
29,00 %
30,00 %
31,00 %
32,00 %
33,00 %
34,00 %

Sumber: 3.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023



PT. XXX
PERHITUNGAN PPh 21

BULAN MEI 2024 - DIHITUNG PER BULAN

Lampiran 4: Rekap Penghasilan Pegawai Bulan Mei PT. XXX
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PPh 21
No Nzrﬁ ! NAMA Il'::l Statu GAPDK  |UM&TRSP. | LEMBUR | TUNJ. BPJS| GAJI + TUNJ. | BPJS TKP GAdl THRIBONU ORP 5PT TER PERSENTAS
5 ] KATEGORI E
DIPDTONG
1 Jhmo P | TKD 1174078 £30.000 - B53.200 12.687.273 456.000 22N - 12.687.277 TERA 3,00 B33 Y
Z PAAF L| K2 6.153.726 460.000 - 427730 1047516 213,430 6.523. 056 - 7.047.51 TERE 0.75% SLERG) Y
3 kS L| KO 59.212.954 460.000 - 353,743 6.035.337 183162 2.646.176 - B.035.337 TERA 0.75% o] Y
4 IS P | TKIO 5.2 420.000 - 353,783 £.044. 534 183162 5.855.752 B.044.533 TERA 075 45336 v
3 IPAP L | TKID 5.084.073 460.000 - 217038 276111 183162 2575343 - 5. 76111 TERA 050 BE0a] Y
i [HAS L| K2 8.534.263 £30.000 - B13.7100 3.783.363 13,500 3.470.463 3.783.963 TERE 150 METRI[ Y
i PMASD P | TKD 5.034.151 440.000 395,230 5.683. 351 183162 5.700.220 - 5.883.381 TERA 050 AuE] Y
i GOk, L | TKIO 9.482.551 260,000 - 354.963 507575 183162 5915413 - B.A07.574 TER A 075 49806 Y
3 ] P | TKD 5.264.185 440.000 363,733 6.067.348 183162 878757 - B.067.345 TERA 0.75% dasl3] v
0 AR L| K2 2102591 420.000 - 210038 5.733.630 183162 5.550.468 - 5.733.623 TERE 0,00 - ¥
1 3] L] k1 2102591 460.000 - 217038 5.773.630 183162 5.530.468 - 5.771.623 TERE 0,00 - ¥
12 HLPYER P | TKID 2102591 - - 31783 5.454.375 183162 5.285.213 - 5.454.374 TERA 0.25% 563 Y
13 15 L | TKID 4.365.554 460.000 - 343,733 5.772.337 183162 2.586.176 - 5,779,337 TERA 050 ZBETH] Y
i) [HED L | TKID 5.084.073 400.000 - 217038 27011 183162 5.07.5343 - 5.0 TERA 050 Zaa0a] ¥
B IGHS L| K3 5.034.073 420.000 47.863 343,733 5.795.391 183162 5,566,830 - 5.7192.391 TERC 0,003 - ¥
1B Ji L | TKID 5152591 440.000 - KR 5.344.375 183162 5.195.213 5.344.374 TERA 050 FENE] K
17 kDM P | TKD 2.22110 460.000 - KR 6.032.834 183162 5.843.732 - B.052.833 TERA 0.75% dazds] ¥
18 W00 P | TKD 5.013.554 440.000 - KR 2.807.337 183162 5.613.176 - 5.607.337 TERA 050 203 Y
13 KYF L | TKID 4.347.035 460.000 (140133 KR 5.518.620 183162 5.423.458 2518613 TERA 0.25% X
a0 OMTED P | TKD a1nm 100.000 - 217038 2.488. 143 183162 5.238.357 - 5.435. 143 TERA 0.25% e
Pl kY L | TKID 3.318.628 220.000 (16300 - 3621628 - 3621628 - 3.821.828 TERA 0,003 - ¥
22 KAG L | TKID 3.103.503 450.000 (16.400 - 3572703 - 3572703 - 3872702 TERA 0,003 - ¥
23 KA P | TR 5.214.686 350.000 313 5.346.470 169,062 5.797.308 - 5.946.453 TERA 050 pENETd
24 IGHE L | TKID 4.451.654 440.000 - 217038 2.108.702 183162 4.913.540 - 5.108.702 TERA 0,00 - ¥
i [F T L | TKID 3.103.503 450,000 - - 3.583.503 - 3.583.503 - 3.083.502 TERA 0,00 - ¥
2B I&KD P T 3.627.733 960,000 (16.300 - 4.170.353 - 4.170.353 - 4.170.333 TERA 0,003 - Y
27 lWlLIP L | TKIO 2591252 400,000 [16.800 - 2914452 - 2914452 - 2.974.452 TERA 0,00 - Y
28 GAR L | TKID 2.660.430 420.000 (16300 - 3.083.630 - 3.083.630 - 3.083.630 TERA 0,003 - ¥
23 [ L | TKID 283572 340.000 (16.400 - 2433072 - 2433072 - 2433072 TERA 0,003 - ¥
JML PEGAWAI TETAP 143.451.878 | 12.280.000 |  (285.864) 7.840.750 | 163.283.764 | 4.583.024 | 158.700.740 - | 163.283.751 1.306.662




Lampiran 5: Bukti Pemotongan Al

- I
BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 FORMULIR 1721 - &1
BAGI PEGAWAI TETAP ATAU PENERIMA PENSIUN YANG Lietibur o1 ik Panerima Punghasiin
MEMERIMA UANG TERKAIT PENSIUN SECARA BERKALA
KEMENTERIAN KEUANGAN R L HASA RIS BAN PESHASLAN
MREKTORAT JENDERAL PaJAK .
WOMOR : wor 1105240000038 P r—
HFWP
PEMOTONG was
HAMA
FEMGTONG - v [
A IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN
1 NEWP At & STATUS | JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTHP
K AT TR _ O ape HEr Y-

|
Ry

T HWAMA JABATAN

4 ALAMAT

“AM L DRUPADI XVIl GG. DEWI SRI, DENPASAR

& HARVAWAN ASNG 'A"DYA

3 HODE NEGARMA DOMESILL 4 5

5 JEMIS KELAMIN - s (] Lomiiam oo | PEREMPUAN

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PERGHITUNGAN PPh PASAL 21

URAIAN

JUMLAH (Rp)

HODE DBJEK FAJAK :

2100401 D 21-100.02

PENGHASILAN BRUTD

G ATAL UAMNG PENSIUMAN EERHALM

TATE 131

TUHIAMEAN PPh

TUHIAMEAN LAINNY A, ARG LEMEUR DAN SEGALANY A

HONORARIUM DN INMEALAN LAIN SEJENEENY A

FPREMI ASURANSI YAME DAY ARKAN PEMBER] KER.LY

FENERIMAAN DALAM EEMTUK HATILIRSA DAN KEMIERATAN LAINHYA VARG DEERAKAN PEMOTOMNRGAN PPh PASAL 21

|| e [ ] =

TAMTIEM, EOHUE, GRATIFIKAEL JASA FRODUKS| AN THR

o
o
o
o
o
[1]

400,00

L] JUMLAH PENGHAEILAN BRUTD {1 5.00 T)

PENGURANGAN

£ BILAYA JABATARNBLAYA PENSILN ATE BT
10 ILURAMN TERKAIT PENSIUN ATAL HARI TUA o
11 ZARATIEUMBANGAN KEAGAMAAK YANG BERSIFAT WAJIE YANG DIBAYARRAN MELALLUI PEMBERI KERJA 1]
12 JUMLAH PEMNGURAHEAN {8 5.0. 11) 378007

PENGHITURGAN FPh PFAEAL 2

12 |JUMLAH PENGHASILAN METD (B-12] 7198 224
14 PENGHASILAN METD MASA PAJAK SEBELUNNY A 1]
16 |JUMLAH PENGHASILAN METD UNTUR FERHITUNGAN PPh FASAL 21 |SETAHURIDISETAHUNEAN) 7.198.224
16 |PEMGHASILAN TIDAK HEMS FALAK (FTKF) S54.000.000

17 FPEHGHASILAN KENA PALK SETAHUNDIEE TAHUNKAN (15163

18 FPh PAZAL 31 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHURDESETAHUNKAN

19 FPh PASAL 31 YANG TELAH DIPDTOME MAEA PALAK SEBELLUMNY A

Fivd FPh PAZAL 31 DITAMEGEURG PEMERINTAH (DTF) YANG TELAH DIFOTONG MASA PALK SEBSLUMMNYA

Fal FPh PASAL 31 TERUTANG [18-19.300

2 FPh PASAL 31 DM FPh PASAL I YANG TELAH DIFOTONG Dad DILUMAS] PADSA SEELAIN MASA PAJLAK TERAKHIR

2Za. PPh PASAL 31 DFOTONG

22k, PPh PASAL 21 DITANGGUMNG PEMERINTAH (OTF)

23 FPh PASAL 21 KURANG BAYARLEBIH BAYAR MASA PAME TERAMHIR

2. PPh PASAL 21 DFOTORG

Jab. PPh PASAL 21 DITANGGUMG PEMERINTAH (OTF)

-"-|---

C. IDENTITAS PENANDA TANGAN

col

1702025

3. TAMGGEAL & TANDA TARGAN

BEZSABEDQ




Lampiran 6: Bukti Pemotongan Bulanan
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< EmOmO
BUKTI PEMOTONGAN PAJAK FORMULIR 1721 - VIl
PENGHASILAN PASAL 21 BULANAN o ik P Parghan

KEMENTERIAN KEUANGAN R.L

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK | o . 1505240000114 Masa Pajak -Tahun Pajak : 05 024

A IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTOMNG

LNPAR 2 i
s
d. ALAMAT I BANJAR DINAS YADNYA KERTHI, ULARAN, SERIRIT

B. PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG DIPOTONG

JUMLAH DAEAR PENGENAGN famr LESH
KOOE DBJEK Phlis PENGHASILAN BRUTC PALAK s 2 TJ"-IE'F PPR DIEDTDNG
Rl = st (%) Rl
1) (2] 3} (L] (5] (6]
21-100-01 B.OBT. 948 6067 945 |:| 0,75 45,509
C. NOMOR DOKUMEN REFERENS] FASILITAS :
D. IDENTITAS PEMOTONG
1. MPWP ' 32090900 A TANGGALS TANDA TANGAN
o A 11/DE2024

pEMAHDATANGAN | ] AHRIHLSE

KODE OBJEK PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BULANAN

21-100-01 Penghasilan yang diterima olsh Pegerwai Tatap
2 21-100-02 Ularg terkait Pensiun yang Diberima oleh Pensiunan secara Berkala
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LEMEBAR BIMBINGAN LAPORAN TUGAS AKHIR
TAHUN AJARAN: 2024/2025

Nama Mahasiswa  : Ni Made ayu putri leony

NIM : 2315672006
Judul : Mekanisme Perhimingan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap Pada
PT. XXX tahun 2024

Dosen Pembimbing : I Made Adhi Wiravana, 5.E., ML5i.
NIP Pembimbing  : 199609032022031013

No Tanggal Deskripsi Bimbingan Paraf
Pembimbing
1. 17102024 Membahas judul, permasalahan dan cara penyelesaian . H{} ’
2. L1120 Fonsultasi BAB 1 7
3. /117204 Revisi BAB I vk
4, 122024 Fevisi dan ACCBAB I o ,.f‘i"!: /
Mty
5. 172025 Fonsultas: dan Revisi BAB T dan BAB IIT ,a'i"f,.
Nyl
5. PO05 ACCBAB I dmBAB I A
Fonsultasi dan Revisi BAB TV dam BAB YV g
7. RH1/2025 PevisiBABIVdamBABV _;{f /
8. Q612025 ACCBABIIIIIV,V ',:i"i; "~
9, I'
10.

**Bimbingan laporan praktek kerja lapangan dilakukan minimal 8 kali

Mengetahui, Badung, 26 Januari 2025

Koordinator Program Studi D2 AP Dosen P

_pf‘f/ g
Mf )
(1 Gusti Ayu Astr Prammitan. SE. MAK I Wirayana, 5.E., M.51)

NIP. 198903082015042005 NIP.199609032022031013



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,

RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEENIK NEGER] BALI
JURUSAN AKUNTANSI

POHITECHIE HEGERI RALL

Jalan Kampus Bukit Jimbaran, Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali - 80364

Telp. (0361} 701981 Fax. 701125, hups:/akuntansi.poboac.id, akuntansiapob.ac.id

SURAT PEENYATAAN KERAHASTAANDATA

Yang bertanda tangan di bawah ind:
MNama : I'Gusti Ayw Astri Pramitari, SE. M Ak Ak
Jabatan : Raprodi D2 Administrasi Perpajakan

dengan ini menyatakan bahwa data perusahaan Bapak/Tou hanya digonalan uotuk kepentingan

pembuatan laporan tugas akhir dan:

MNama : NiMade Ay Putri Leony

NIM 1 2315672006

Program Studi  : D2 Administrasi Perpajakan

Judul : Mekanisme Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap pada PT. XX
Tahun 2024

Demikian yang dapat kami sampailan untuk digunakan sebagaimana mestinya, terima kasih.

Badung, 24 Obtober 2024
Kaprodi D2 Administrasi Perpajakan

—

PO

-

(I Gusti Ayu Astri Pramitari, SE., M.Ak. Ak)
NIP. 198903082015042005

Mahasiswa,

)

P o
[ (]
L "';F-\.l' -

(Ni Made Ayu Putri Leony)
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